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PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2021/PA.Rtu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  tertentu  pada  tingkat

pertama,  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah  menjatuhkan  putusan  dalam

perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  NIK. xxxx, tempat dan tanggal lahir Wuwur, 09 Maret

1984,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Karyawan,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Tapin,

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK.  xxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Surabaya,  10  Juli

1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Tapin,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli  2021

yang terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal  hari  itu

juga dengan register perkara Nomor  252/Pdt.G/2021/PA.Rtu, mengemukakan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  12  Februari  2004,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Xxxx  Kabupaten  Tapin  Provinsi
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Kalimantan Selatan. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx pada

tanggal 16 Februari 2004;  

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal  di  rumah  bersama  di  Kabupaten  Tapin,  selama  kurang  lebih  17

(tujuh belas) tahun sampai dengan pisah tempat tinggal;  

3. Bahwa selama pernikahan tersebut  Penggugat  dengan Tergugat  telah

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua)

orang anak;

3.1 ANAK I, Lahir tanggal 03 November 2004;

3.2 ANAK II, lahir tanggal 04 Mei 2016 

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan

baik  dan  harmonis,  namun  pada  bulan  pertengahan  Maret  2021  timbul

ketidakharmonisan dengan faktor penyebab;

4.1 Tergugat  bersifat  pencemburu  sehingga  marah-marah  tanpa

alasan yang Penggugat ketahui, misal Penggugat pulang dari tempat

kerja Tergugat langsung marah-marah tanpa alasan yang jelas;  

5. Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  berpisah tempat  tinggal  pada

tanggal  10  April  2021  disebabkan  hal  yang  sama.  Terjadi  perselisihan

antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya Tergugat pergi meninggalkan

rumah bersama dan pulang ke  rumah orang tua  Tergugat  sebagaimana

alamat tersebut diatas. Sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat

sudah pisah tempat tinggal selama kurang 3 (tiga) bulan dan tidak pernah

lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;  

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah

tidak  tahan,  merasa  mudharat  serta  tidak  memiliki  harapan  akan  dapat

hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang

bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa

yang  akan  datang.  Dengan  demikian,  gugatan  cerai  Penggugat  telah

memenuhi  persyaratan sebagaimana diatur  dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku 
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7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini ;  

Bahwa,  berdasarkan  alasan  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat  (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;  

SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

telah hadir dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  menempuh  proses  mediasi

dengan  mediator  Rabiatul  Adawiyah,  S.Ag.  berdasarkan  laporan  mediator

tertanggal  26  Juli  2021,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tidak  berhasil

didamaikan;

Bahwa,  pada  hari-hari  sidang  selanjutnya  yang  telah  ditetapkan,

Penggugat  datang  menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat

tidak pernah datang kembali menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  memberikan  nasihat  kepada

Penggugat  agar  bersabar  dan  mengurungkan  keinginannya  untuk  bercerai,

namun Penggugat menyatakan tetap dengan maksudnya untuk bercerai;
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Bahwa,  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  oleh karena  Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah

hadir kembali di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat

tidak dapat didengarkan;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxxx  tanggal  16  Februari

2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Xxxx,  Kabupaten Tapin.  Bukti  surat  tersebut  telah  cocok dan sesuai

dengan aslinya,  bermeterai  cukup,  telah  dicap pos (nazegelen),  dan

bertanda P.1;

2. Fotokopi  Sertifikat  Program Paket  C  atas  nama PENGGUGAT,

tanggal 09-05-2009, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala PKBM XX

Kabupaten Tapin, alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan

aslinya  ternyata  sesuai,  bermeterai  cukup  dan  telah  dicap  Pos

(nazegelen) alat bukti tertulis tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanggal,

paraf dan tanda (P.2);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI  1,  umur  45  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  mengurus  rumah  tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten

Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut: 

 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah

Saudara Kandung Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  menikah  pada  bulan  Februari

tahun 2004 yang lalu;
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 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai

2  (dua)  orang  anak,  anak  pertama  terkadang  ikut  ke  Penggugat

maupun Tergugat, anak kedua dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Penggugat selama kurang lebih dari 17 (tujuh belas) tahun sampai

keduanya berpisah;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

pertengkaran dan Perselisihan sejak  bulan  Maret  2021 yang lalu,

yang  disebabkan  masalah  Tergugat  seringkali  cemburu  kepada

Penggugat  karena  Penggugat  bekerja  di  perusahaan  tambang,

sedangkan Tergugat lebih banyak menganggur;

 Bahwa Saksi  mengetahui  permasalahan antara  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Saksi  pernah  melihat  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar;

 Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi  pada  bulan  April  tahun  2021  Tergugat  pergi  dari  rumah

Penggugat;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

 Bahwa Saksi pernah menasihati  Penggugat dan Tergugat untuk

tidak bercerai, namun tidak berhasil;

 Bahwa  keluarga  Penggugat  telah  mengupayakan  perdamaian

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  karyawan,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Tapin.  Saksi  di

bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah

Kakak Ipar Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang

lalu;
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 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai

2 (dua) orang anak, dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

Penggugat  selama  kurang  lebih  17  (tujuh  belas)  tahun  sampai

keduanya berpisah;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

pertengkaran  dan  Perselisihan  yang  disebabkan  Tergugat sering

Cemburu terhadap Penggugat dan sering marah ketika Penggugat

pulang  kerja,  padahal  Penggugat  mencari  nafkah  sedangkan

Tergugat sering terlihat menganggur;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  masalah  antara  Penggugat  dan

Tergugat karena Penggugat bercerita;

 Bahwa  puncak  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi  pada  bulan  April  2021  yang  lalu  Tergugat  meninggalkan

rumah Penggugat;

 Bahwa  sejak  berpisah  tempat  tinggal  Tergugat  tidak  pernah

datang  ketempat  Penggugat  untuk  mengajak  Penggugat  rukun

kembali;

 Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat

tinggal kurang lebih sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

 Bahwa Saksi pernah menasihati  Penggugat dan Tergugat untuk

tidak bercerai, namun tidak berhasil;

 Bahwa  keluarga  Penggugat  telah  mengupayakan  perdamaian

untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan

yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat

dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua

hal  yang  termuat  dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak

terpisahkan dengan putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan

dan telah memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  jo  Pasal  154  ayat  (1)  Rbg  dan  Pasal  2  Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa yang menjadi  dalil  Penggugat  dalam perkara ini

adalah Penggugat  menuntut  cerai  dengan alasan antara Penggugat  dengan

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus masalah Tergugat

yang bersifat  pencemburu dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas

kepada Penggugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali  dalam

rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah

mengajukan alat-alat  bukti  berupa surat  bertanda P.1 dan P.2 serta  2 orang

saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah

dicocokkan  dan  sesuai  dengan  aslinya  sesuai  ketentuan  Pasal  1888  Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos
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(nazegelen) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta

Nikah yang menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad

nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 12 Februari

2004  dengan  demikian  bukti  tersebut  telah  relevan  dengan  perkara  a  quo

sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil

dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang

sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), dengan demikian dalil gugatan

Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal  12

Februari 2004 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Sertifikat Program Paket

C  atas  nama  Penggugat  yang  menunjukkan  bahwa  identitas  Penggugat

terdapat  perbedaan  penulisan  nama dengan  yang  tercantum di  dalam akta

nikah,  dengan  demikian  bukti  tersebut  telah  relevan  dengan  perkara  a  quo

sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 menunjukkan bahwa

identitas yang tercantum di dalam bukti P.1 dan P.2 adalah orang yang sama,

maka bukti  tersebut  telah mempunyai  kekuatan pembuktian  yang sempurna

(volledig) dan mengikat (bindende) dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam

perkara  a quo  adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal  134 Kompilasi  Hukum

Islam Majelis  Hakim perlu  mendengar  keterangan  dari  pihak keluarga serta

orang-orang terdekat dari  pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi

dalam perkara a quo;
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Menimbang, bahwa disamping bukti surat P tersebut Penggugat juga

menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  ternyata  kedua  orang  saksi  yang  dihadirkan

Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

sedang  terganggu  ingatannya  dan  keterangan  yang  disampaikan  di  bawah

sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi  ketentuan Pasal

172 ayat (1) angka 4 dan 5 serta Pasal 175 RBg., meskipun ada hubungan

kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh

Pasal  172  ayat  (1)  angka  1  RBg.,  maka  hal  tersebut  diperbolehkan  dalam

perkara  perceraian  sebagai  lex  specialist dari  aturan  umum,  sebagaimana

ketentuan  Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-

saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian  sehingga  dapat

diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang,  bahwa  selanjutnya  majelis  hakim  akan

mempertimbangkan  keterangan  saksi-saksi  Pengggugat  tersebut  apakah

memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah memberikan

keterangan  mengenai  apa  yang  ia  lihat  dan  dengar  sendiri  dan  saling

bersesuaian  satu  sama  lain  serta  relevan  dengan  perkara  a  quo,  maka

keterangan  kedua  saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materiil  sehingga

dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil  Penggugat yang didukung oleh

bukti  P serta  keterangan  2  orang  saksi,  setelah  dikonstatir  ditemukan  fakta

kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  dengan Tergugat  adalah pasangan suami  istri  sah

sejak tanggal 12 Februari 2004, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2

(dua) orang anak;

2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat  dan Tergugat

berlangsung  harmonis,  namun  sejak  bulan  Maret  2021  rumah  tangga

Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang

terus  menerus  yang  tidak  dapat  dirukunkan  disebabkan  Tergugat  selalu
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mencemburui  Penggugat  dan  marah-marah  kepada  Penggugat  tanpa

alasan yang jelas;

3. Bahwa sejak bulan April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah  tempat  tinggal,  dan  selama  berpisah  antara  keduanya  tidak

pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;

4. Bahwa antara  Penggugat  dan Tergugat  telah  diupayakan perdamaian

oleh  pihak  keluarga,  namun  tidak  berhasil,  Penggugat  teguh  pendirian

untuk bercerai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa  suami  atau  istri  yang  mengabaikan  norma  perkawinan,  tidak

adanya rasa percaya terhadap pasangan, maka ikatan perkawinan akan

sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa sikap cemburu berlebihan serta berpisahnya tempat tinggal dan

keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat

selama  dalam  proses  persidangan,  merupakan  fakta  kongkrit  yang

menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah

sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) (vide Surat

Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang

Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung

Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada

Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

3. Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  sulit  untuk

dirukunkan kembali,  perkawinan yang telah  pecah seperti  itu  tidak akan

membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar

lagi  bagi  kesatu  belah  pihak,  serta  sulit  untuk  mewujudkan  kehidupan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang

diamanatkan al-Qur’an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa  apabila  perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  ini  tetap

dipertahankan,  maka  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  akan  dapat
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melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam

Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan  jo Pasal  77  ayat  (2),  (3)  dan (4)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi

hukum suami  istri  yang tidak  berdiam serumah lagi  dan tidak  ada harapan

untuk  rukun  kembali,  maka  rumah  tangga  tersebut  telah  terbukti  retak  dan

pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa fakta-fakta hukum tersebut  juga telah memenuhi

norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman

189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ضى             القا يطلقها وحينئذ يق التفر ضى القا من تطلب ان لها يجوز
بينهما         الصلح عن وعجز الضرر ثبت اذا بائنة طلقة

Artinya: “Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di

hadapan)  Hakim,  dan  Hakim  dapat  menceraikannya  dengan  talak

satu ba’in sughra jika telah tetap (terdapat)  kemadaratan dan kecil

harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)”;

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

المصالح       جلب على مقدم المفاسد رء د

Artinya:  “Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  dari  pada  mengambil

maslahat”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk

memberikan  kemaslahatan  bagi  suami  maupun  istri,  tetapi  dengan  melihat

kondisi  rumah tangga  Penggugat dengan  Tergugat sebagaimana tersebut  di

atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

tidak  lagi  mendatangkan  kemaslahatan,  tapi  justru  hanya  akan  memberikan

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian

dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

alasan-alasan  perceraian  dalam  perkara  ini  dianggap  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat

untuk bercerai  dengan  Tergugat telah memiliki  cukup alasan,  maka gugatan

Penggugat patut  dikabulkan dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  sugra

Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas

dasar   adanya  pertengkaran  yang  terus  menerus,  dengan  memperhatikan

ketentuan  Pasal  119  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  cukup  beralasan  bagi

Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat terhadap

Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya

tapi  boleh  akad nikah baru  dengan bekas suaminya meskipun dalam masa

iddah;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra Tergugat  (TERGUGAT)  terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Rantau pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi
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bertepatan dengan tanggal  30 Dzulhijjah 1442 Hijriah  oleh  Taufik Rahman,

S.H.I. sebagai Ketua Majelis,  Muhammad Wildi, S.H. dan  Dina Khomsiana

Afidatul  Masruroh,  S.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul

Husna,  S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Penggugat

diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Taufik Rahman, S.H.I.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Wildi, S.H. Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Husna, S.H.I.

Perincian Biaya :
1.  Pendaftaran : Rp 30.000,00

2.  Proses : Rp 50.000,00

3.  Pemanggilan : Rp 450.000,00

4.  PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00

5.  Redaksi : Rp 10.000,00

6.  Meterai : Rp   10.000,00 +
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 570.000,00
Terbilang: (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Nanang, S.Ag
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